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GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR |87 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN

BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 140

Tahun - 2020 telah ditetapkan Petunjuk Teknis
Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah terdapat beberapa kebijakan
yang perlu disesuaikan dalam rangka mengikuti
perkembangan kebutuhan ' pengelolaan barang milik
daerah;

. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47

Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah terdapat
penambahan ketentuan terkait administrasi pemanfaatan
barang milik daerah;

. bahwa guna menjamin tertib administrasi dan kepastian

hukum pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik
daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat maka Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2020
perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
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. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1106);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

ARG FERANGHAT DAERAN | osisTRN1 SEEDA

HUKUM

PEMRAKARSA

L

A

t

\




- e

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi
dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2020 Nomor 140) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 56, sehingga Pasal
1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan
koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
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Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala PD yang mempunyai fungsi
pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah bagian dari
PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

Biro adalah Biro yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa
Pengguna Barang adalah Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk oleh
Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada
dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna
Barang.

Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang
adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas
mengurus barang.

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan Barang Milik Daerah
pada Pejabat Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan
Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Pengurus Barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan
barang milik daerah pada Pengelola Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan
barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas
suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.

Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah
Daerah.
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Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengamanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Pengelola
Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang berupa
pengamanan fisik, administrasi dan hukum terhadap Barang Milik Daerah
yang berada dalam penguasaannya.

Pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap Barang Milik Daerah
yang berada dalam penguasaannya yang bertujuan untuk menjaga kondisi
dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan
baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil

guna.

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan
barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah
lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan
tindakan yang akan datang.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan
tugas dan fungsi PD yang bersangkutan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan/atau
optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status
kepemilikan.

Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka
waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut
berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur.

Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah
pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber
pembiayaan lainnya.

Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan
Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan
oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati,
untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan
Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI
adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK
adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara
infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang
dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar
Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain,
dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit
dengan nilai seimbang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah
Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan
Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan
sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar
barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang
yang berada dalam penguasaannya.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan
pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.

Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti
kepemilikan atas Barang Milik Daerah.

Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh
Barang Milik Daerah.

Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik
daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang
Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan
keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai
Negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah.

Sistem Informasi Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah yang
selanjutnya disingkat SIAP BMD adalah aplikasi penatausahaan barang
milik daerah berbasis web yang digunakan di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat.
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55. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah berita
acara serah terima antara pihak-pihak terkait.

56. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah nilai yang
ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan oleh
Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 5 (lima) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7),
ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:

a. pengelola barang dengan persetujuan Gubernur, untuk barang milik
daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan

b. pengguna barang dengan persetujuan Gubernur atau Pengelola Barang,
untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan
yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau
bangunan.

(2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan
teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

(3) Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan
persetujuan DPRD.

(5) Terhadap pemanfaatan barang milik daerah dilakukan pembukuan BMD.

(6) Pembukuan BMD atas pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan apabila terdapat pemanfaatan BMD dalam bentuk:
a. sewa;
b. pinjam pakai;
c. bangun guna serah/bangun serah guna;
d. kerja sama pemanfaatan; dan
e. kerja sama penyediaan infrastruktur.

(7) Pembukuan BMD atas pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disajikan dalam Aset Lainnya pada kemitraan dengan pihak ketiga.

(8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Pembukuan BMD atas pemanfaatan disajikan pada Aset Tetap jika:
a. pemanfaatan terhadap sebagian tanah dan/atau bangunan;
b. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan/atau

c.jangka waktu pemanfaatan tidak melebihi periode Pelaporan pada
semester II tahun berkenaan.

(9) Pembukuan BMD atas pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan berdasarkan dokumen sumber sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.
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Ketentuan Pasal 36 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan:

a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak
dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas
dan fungsi Pengguna Barang (misalnya penyewaan kantin, koperasi,
fotokopi dan lain-lain);

c. Menambah peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan/atau

d. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak
sah.

Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan
pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terhadap pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa dilakukan
pembukuan BMD.

Pembukuan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. Transaksi Pemanfaatan.

Dilakukan apabila terdapat pemanfaatan barang milik daerah dalam
bentuk sewa atas seluruh tanah dan/atau bangunan, yang luas objek
pemanfaatannya sesuai dengan luas yang tercatat dalam Daftar Barang.
Sedangkan, transaksi pemanfaatan terhadap sebagian tanah dan/atau
bangunan, dilakukan apabila luas objek pemanfaatan tidak
dimungkinkan untuk dilakukan pemisahan/pemecahan terhadap luas
bidang tanah dan/atau bidang bangunan serta merupakan sebagian luas
yang tercatat pada Daftar Barang;
b. Transaksi Bentuk Pemanfaatan.

Transaksi Bentuk Pemanfaatan dalam bentuk sewa dilakukan apabila
terdapat pemanfaatan BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu
dan menerima imbalan uang tunai;

c. Transaksi Pengakhiran Pemanfaatan
Dilakukan apabila terjadi pengakhiran pemanfaatan BMD; dan

d. Daftar Pemanfaatan BMD.
Merupakan seluruh hasil transaksi dalam bentuk sewa pada Aset Tetap
dan Aset Lainnya, yaitu kemitraan pihak ketiga, yang terdiri dari:
1. Daftar Pemanfaatan BMD pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna

Barang atau Pengelola Barang;

2. Daftar Pemanfaatan BMD Provinsi.

Format Pembukuan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,

huruf b, huruf ¢ dan huruf d, tercantum pada Lampiran I, Lampiran II,
Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
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4. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 44

(1) Faktor variabel sewa  tanah  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk nilai tanah yang menggunakan nilai wajar sebesar 3,33 % (tiga
koma tiga puluh tiga persen);

b. Untuk nilai tanah yang menggunakan nilai NJOP (Bumi), dibagi
berdasarkan kategori:

- Jika nilai NJOP (Bumi) per M2 tahun berjalan < Rp.1.500.000,- (satu
juta lima ratus ribu rupiah) maka variabel sewa tanah sebesar 5,33 %
(lima koma tiga puluh tiga persen);

- Jika nilai NJOP (Bumi) per M2 tahun berjalan = Rp.1.500.000,- (satu
juta lima ratus ribu rupiah) maka variabel sewa tanah sebesar 3,33 %
(tiga koma tiga puluh tiga persen).

(2) Perubahan besaran faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah atas
nama Gubernur.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 46

(1) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf ¢ merupakan nilai
wajar atas tanah.

(2) Nilai wajar atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
menggunakan hasil penilaian tanah atau harga umum/pasaran tanah
setempat pada waktu akan melakukan sewa.

(3) Dalam hal nilai wajar atas tanah tidak ada dikarenakan sebab-sebab
tertentu, Pengguna/Pengelola Barang dapat menggunakan nilai NJOP Bumi
yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
dan Bangunan (SPPT PBB) pada tahun berjalan.

(4) Sebab-sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah karena
tidak dapat dilakukannya penilaian tanah oleh Penilai dan tidak tersedianya
harga umum/pasaran pada waktu akan melaksanakan sewa.

(5) Nilai tanah dihitung dalam rupiah per meter persegi.

6. Ketentuan Pasal 82 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5), sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82
(1) Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan
penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
dan

b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

KARO PERANGKAT DAERAH
HUKUM PEMRAKARSA

P A 1M [

ASISTEN I SEEDA




~Jon

(2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam

pakai.

(3) Terhadap pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk pinjam pakai

dilakukan pembukuan BMD.

(4) Pembukuan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. Transaksi Pemanfaatan.

Dilakukan apabila terdapat pemanfaatan barang milik daerah dalam
bentuk pinjam pakai atas seluruh tanah dan/atau bangunan, yang luas
objek pemanfaatannya sesuai dengan luas yang tercatat dalam Daftar
Barang. Sedangkan, transaksi pemanfaatan terhadap sebagian tanah
dan/atau bangunan, dilakukan apabila luas objek pemanfaatan tidak
dimungkinkan untuk dilakukan pemisahan/pemecahan terhadap luas
bidang tanah dan/atau bidang bangunan serta merupakan sebagian luas
yang tercatat pada Daftar Barang;

. Transaksi Bentuk Pemanfaatan.

Transaksi Bentuk Pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dilakukan

.apabila terdapat penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah

Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam
jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka
waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur;

. Transaksi Pengakhiran Pemanfaatan; dan

Dilakukan apabila terjadi pengakhiran pemanfaatan BMD;

. Daftar Pemanfaatan BMD.

Merupakan seluruh hasil transaksi dalam bentuk pinjam pakai pada Aset

Tetap dan Aset Lainnya, yaitu kemitraan pihak ketiga, yang terdiri dari:

1. Daftar Pemanfaatan BMD pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna
Barang atau Pengelola Barang; dan

2. Daftar Pemanfaatan BMD Provinsi.

Format Pembukuan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,
huruf b, huruf ¢ dan huruf d, tercantum pada Lampiran VI, Lampiran VII,
Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan Gubernur ini.

7. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

(1) KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;

dan/atau

b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

(2) Terhadap pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP dilakukan

pembukuan BMD.

(3) Pembukuan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Transaksi Pemanfaatan.

Dilakukan apabila terdapat pemanfaatan barang milik daerah dalam
bentuk KSP atas seluruh tanah dan/atau bangunan, yang luas objek
pemanfaatannya sesuai dengan luas yang tercatat dalam Daftar Barang.
Sedangkan, transaksi pemanfaatan terhadap sebagian tanah dan/atau
bangunan, dilakukan apabila luas objek pemanfaatan tidak
dimungkinkan untuk dilakukan pemisahan/pemecahan terhadap luas
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(3)

(4)
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(6)

(7)
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bidang tanah dan/atau bidang bangunan serta merupakan sebagian luas
yvang tercatat pada Daftar Barang;

b. Transaksi Bentuk Pemanfaatan.
Transaksi Bentuk Pemanfaatan dalam bentuk KSP dilakukan apabila
terdapat pendayagunaan BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu
tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber
pembiayaan lainnya;

c. Transaksi Pengakhiran Pemanfaatan; dan
Dilakukan apabila terjadi pengakhiran pemanfaatan BMD;

d. Daftar Pemanfaatan BMD.
Merupakan seluruh hasil transaksi dalam bentuk KSP pada Aset Tetap
dan Aset Lainnya, yaitu kemitraan pihak ketiga, yang terdiri dari:
1. Daftar Pemanfaatan BMD pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna

Barang atau Pengelola Barang; dan

2. Daftar Pemanfaatan BMD Provinsi.

Format Pembukuan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
huruf b, huruf ¢ dan huruf d, tercantum pada Lampiran XI, Lampiran XII,
Lampiran XIII, Lampiran XIV dan Lampiran XV Peraturan Gubernur ini.

Ketentuan Pasal 149 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (7), ayat (8) dan ayat
(9), sehingga Pasal 149 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan
umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk
penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan
BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas
nama pemerintah daerah.

Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau
Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan
pada APBD.

Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra
BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang
bersangkutan.

Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan daerah
yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

BGS/BSG barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Gubernur.

Terhadap pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk BGS/BSG
dilakukan pembukuan BMD.
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Pembukuan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Transaksi Pemanfaatan.

Dilakukan apabila terdapat pemanfaatan barang milik daerah dalam
bentuk BGS/BSG atas seluruh tanah dan/atau bangunan, yang luas
objek pemanfaatannya sesuai dengan luas yang tercatat dalam Daftar
Barang. Sedangkan, transaksi pemanfaatan terhadap sebagian tanah
dan/atau bangunan, dilakukan apabila luas objek pemanfaatan tidak
dimungkinkan untuk dilakukan pemisahan/pemecahan terhadap luas
bidang tanah dan/atau bidang bangunan serta merupakan sebagian luas
yang tercatat pada Daftar Barang;

b. Transaksi Bentuk Pemanfaatan.
Transaksi Bentuk Pemanfaatan dalam bentuk BGS dilakukan apabila
terdapat pemanfaatan BMD berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu
yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah
berserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah
berakhirnya jangka waktu;
Transaksi Bentuk Pemanfaatan dalam bentuk BSG dilakukan apabila
terdapat pemanfaatan BMD berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah
selesainya pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh
Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah d1sepakat1

c. Transaksi Pengakhiran Pemanfaatan; dan
Dilakukan apabila terjadi pengakhiran pemanfaatan BMD;

d. Daftar Pemanfaatan BMD.

Merupakan seluruh hasil transaksi dalam bentuk BGS/BSG pada Aset

Tetap dan Aset Lainnya, yaitu kemitraan pihak ketiga, yang terdiri dari:

1. Daftar Pemanfaatan BMD pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna
Barang atau Pengelola Barang; dan

2. Daftar Pemanfaatan BMD Provinsi.
Format Pembukuan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
huruf b, huruf ¢ dan huruf d, tercantum pada Lampiran XVI, Lampiran

XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX dan Lampiran XX Peraturan Gubernur
ini.

Ketentuan Pasal 179 diubah, sehingga Pasal 179 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179

KSPI atas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan:
a.dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur
guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;

b.tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk
penyediaan infrastruktur; dan

c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Terhadap pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI dilakukan
pembukuan BMD.
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Pembukuan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Transaksi Pemanfaatan.
Dilakukan apabila terdapat pemanfaatan barang milik daerah dalam
bentuk KSPI atas seluruh tanah dan/atau bangunan, yang luas objek
pemanfaatannya sesuai dengan luas yang tercatat dalam Daftar Barang.
Sedangkan, transaksi pemanfaatan terhadap sebagian tanah dan/atau
bangunan, dilakukan apabila luas objek pemanfaatan tidak
dimungkinkan untuk dilakukan pemisahan/pemecahan terhadap luas
bidang tanah dan/atau bidang bangunan serta merupakan sebagian luas
yang tercatat pada Daftar Barang;

b. Transaksi Bentuk Pemanfaatan.
Transaksi Bentuk Pemanfaatan dalam bentuk KSPI dilakukan apabila
terdapat kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha untuk
kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. Transaksi Pengakhiran Pemanfaatan; dan
Dilakukan apabila terjadi pengakhiran pemanfaatan BMD;

d. Daftar Pemanfaatan BMD

Merupakan seluruh hasil transaksi dalam bentuk KSPI pada Aset Tetap

dan Aset Lainnya, yaitu kemitraan pihak ketiga, yang terdiri dari:

1. Daftar Pemanfaatan BMD pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna
Barang atau Pengelola Barang; dan

2. Daftar Pemanfaatan BMD Provinsi.

Format Pembukuan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
huruf b, huruf ¢ dan huruf d, tercantum pada Lampiran XXI, Lampiran
XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV dan Lampiran XXV Peraturan
Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

MAGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, l»

- =
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Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

Pj; SEKRETARIS DAERAH
PRQVINSI KALIMANTAN BARAT,

MUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ' “*
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LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMULIR PEMANFAATAN BMD
DALAM BENTUK SEWA
KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG ATAU PENGELOLA BARANG...(1)
SKPD .....(2)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT ... (3)
TAHUN ... (4)

1. Unit Pemakai

Kuasa Pengguna Barang R A e e B o Smat SBEab0S (5)
Pengguna Barang e e e e R NS (6)
Pengelola Barang LVt e ed s e s R e A (7)
Alamat A R S S S (8)

II. Data Barang

Kode Barang 3 e ole 4 43 e s are o S TR A gt S B Q)
Kode Lokasi B e o ontsoada (10)
Kode Register Barang s L R e e AL et (11)
NIBAR e ot St (12)
Nama Barang B s oo bl SoeabHpiaa bae (13)
Spesifikasi Nama Barang B S D e it (14)
Nilai Perolehan T e MR e R LT SO (15)
Tanah dan/atau bangunan yang 1. Seluruhan Tanah dan/atau bangunan

digunakan ... (16)
2. SebagaiTanah dan/atau Bangunan.

Lokasi
Pigviiss 000 | Baeeashiorernan b NG SRR (17)
Kabupaten/Kota B S s e it (17)
Kecamatan Soruivine roin s aTih s Seah et e a e S S (17)
Kelurahan/Desa L s S S e e e (17)
Jalan O oAt e s Sl o e e (17)
RT/RW 1o beian L G SV (17)
Spesifikasi Lainya
T . o obnoinon: (18)
L S e L L icirmsoneoasbaaasoe (18)

III. Informasi Pemanfaatan
Bentuk Pemanfaatan Sewa

IV. Keterangan Tambahan

...........................................................................................................................
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V. Foto .... (20)

o Diinput oleh R R b T e r e e S R (21)
Nama Lenssnsnans bunsatinshn s v o Fab ot R bt s (22)
NIP Sovinsinais e dhac i Ca v S S (23)

¥GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, f
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LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN
2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMULIR BENTUK PEMANFAATAN

SEWA
KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG ATAU PENGELOLA BARANG ... (1)
SKPD....(2)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT ..... (3)
TAFEN:. ... (4)
1. Data Pemanfaatan
a. Mitra Pemanfaatan P e e bbb (5)
b. Alamat e o el it ©)
c. Jumlah Barang A EereE RN e e e e A LT (7)
d. Satuan S i has e s haaa S e RS (8)
e. Jangka Waktu O R ey ol ol o 9)
f. Tanggal, Bulan, Tahun Mulai Perjanjian
sewa st P e e e e R (10)
g. Tanggal, Bulan, Tahun Berakhir
Perjanjian Sewa T R S RS R (11)
h. Peruntukan e L L s (12)
2. Dokumen Pemanfaatan Sewa
c. Surat Persetujuan e ot (13)
Nomor e L (13)
Tanggal, Bulan, Tahun s e L o e (13)
d. Surat Perjanjian e B e (14)
Nomor Tadmeenat iR des S e s R (14)
Tanggal, Bulan, Tahun St L T L S R e R (14)
3. Dokumen Pendukung Lainnya
a.Nama Dokumen | 0 nldilain il e G (15)
Nomor T e OB BOb0R0605 (15)
Tanggal, Bulan, Tahun s R o e s sona0b0 (15)
b dst i e Tn B oot e (15)
o Diinput oleh v e e e LA (16)
Nama = | R e e R I S (17)
NP A R S S R (18)
Tanggal, Bulan, Tahun Transaksi e R T e T X D OO S eoBaos (19)

MGUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
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LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMULIR PENGAKHIRAN
PEMANFAATAN BMD DALAM BENTUK SEWA
KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG ATAU PENGELOLA BARANG (1)
SKPD...(2)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT ...(3)
TAHUN ....(4)

1. Data Barang Pemanfaatan

a. NIBAR =t hotioe (5)
b. Kode Barang e s LA P ) o e cisobadc (6)
c. Kode Register D ey, (7)
d. Nama Barang Lcisaseeis R e A (8)
e. Spesifikasi Nama Barang B i e et S i L SR 9)
f. Bentuk Pemanfaatan et R LR o 0 T (10)
g. Lokasi
Provinsi L p e e e e s S S R (11)
Kabupaten/Kota A PR S A LR (11)
Kecamatan Lo e S e e R b e (11)
Kelurahan/Desa st T R S (11)
Jalan feniEebnuneaianinaa ViR iR et (11)
RT/RW B e S P i e b (11)

2. Data Mitra Pemanfaatan

a. Nama R A R R A AR AR AL L e L (12)
b. Alamat L (13)
c. Jabatan Ieioid il e N (14)

3. Dokumen Sumber Pengembalian Berita Acara Serah Terima Pengembalian
a. Nomor Tunsnnvani s oo Lo e (15)
b. Tanggal, Bulan, Tahun B i rarbobacais (16)

4. Dokumen Pendukung Lainnya

a. Nama Dokumen Tl R e RS R e (17)
b. Nomor B R e ot aottnout (18)
c. Tanggal, Bulan, Tahun T e S L S e S (19)

5. Penerima Pengembalian

a. Nama St T e P e RS LR R (20)

b. Pangkat/Gol I L e an0mu (21)

c. Jabatan e e schopiono (22)

d. Pengguna Barang R B v oo ooty (23)
B;?KRUC;I P%ﬂm ASISTEN I SEKDA




6. Keterangan

...............................................................................................................................

............................................................................................................................ (24)
Diinput Oleh tan R S s i S e (25)
Nama Lot el el S A e S e e S R e (26)
NIP SN b R T e AT e (27)
Tanggal, Bulan, Tahun Transaksi L e e e Ve A s T e T (28)

#GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, f
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LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR PEMANFAATAN BMD
INTRAKOMPTABEL/EKSTRAKOMPTABEL ..(1)
BENTUK PEMANFAATAN BMD DALAM SEWA
KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG, ATAU PENGELOLA BARANG ..(2)

TAHUN ....(3)
Provinsi e P P e A e (4)
Kabupaten/Kota s e )
e loniiy (st i ; Jangka Waktu Dasar Penggunaan
Kodefikisasi Barang Spes £ vn_.ﬂm_“g E—H—Bb\ man.u_.nbunng Dk itk
o Kode Nama Nama Barang| Barang Pihak 4 Bais || Lokst)| A prEuGaYlon dan/atau  |Surat Persetujuan| Surat Perjanjian Y REE )
Pemanfa | Mulai |Berakhir
Barang Barang (Rp) Pemanfaatan o, Bangunan
a Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal | Nama | Nomor | Tanggal
6 i 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

)

Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang ..... (30)

1311 (31)

§§ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, \
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LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR PEMANFAATAN BMD
INTRAKOMPTABEL /EKSTRAKOMPTABEL ..(1)
BENTUK PEMANFAATAN BMD DALAM SEWA

PROVINSI,KABUPATEN/KOTA ..(2)
TAHUN ....(3)

dan Kodefikisasi Jangka Waktu Dasar Penggunaan
ghmnﬂun Barang Spesifikasi Nilai Mitra Pemanfaatan Dokumen Pendukung
Perolehan | Pemanfaatan Tanah i Pelaksana
No| atau |NIBAR Nama ; Jumlah| Status| Lokasi Peruntukan| ™ Rk Lamys Keterangan
i Hetare Barang /Pihak /atau ; Surat Perjanjian Pemanfaatan
Pengelol Kode | Nama (Rp) Pemanfaatan Waktu Mulai | Berakhi Bangunan Persetujuan
Barang Barang | Barang Pemanfaatan
Nomor| Tanggal | Nomor | Tanggal | Nama | Nomor |Tanggal

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

e R a0)

Pengelola Barang

TR s B0]
1011 SRR s |

#GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
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LAMPIRAN VI

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMULIR PEMANFAATAN BMD
DALAM BENTUK PINJAM PAKAI
KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG ATAU PENGELOLA BARANG...(1)
SKPD ......(2)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT ... (3)
TAHUN ... (4)

1. Unit Pemakai

Kuasa Pengguna Barang Slsvisanin seedes il et e s e (5)
Pengguna Barang D e i (6)
Pengelola Barang R (7)
Alamat e (8)

II. Data Barang

Kode Barang Lo vt ek e e e s S SRS L S 9)
Kode Lokasi s A AN S R S L AL AR A BRI (10)
Kode Register Barang isiviees sy s e AR e s A (11)
NIBAR ey b s A T e O (12)
Nama Barang L e e (13)
Spesifikasi Nama Barang A R SR e D S A (14)
Nilai Perolehan L e e (15)
Tanah dan/atau bangunan yang 1. Seluruhan Tanah dan/atau bangunan

digunakan ... (16)
2. SebagaiTanah dan/atau Bangunan.

Lokasi
Provinsi Sinsmen cantals e e S L ok S A LU MR (17)
Kabupaten/Kota Sevisdn il nanle i R (17)
Kecamatan R R il Rl S e Sk (17)
Kelurahan/Desa = O AR R e S o (17)
Jalan L e s B b b A e TR RS (17)
RT/RW L e W R b A etk s (17)

Spesifikasi Lainya

III. Informasi Pemanfaatan
Bentuk Pemanfaatan Pinjam Pakai

IV. Keterangan Tambahan

.....................................................................................................................




V. Foto .... (20)

gbDiimptitolel | 000001 Elaiveiansnnnaiiii e s (21)
Natgay 0020000 Bsoessssasshisnitibtdaai s inne (22)
8 S T e O o L L N Y SR (23)

4 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, r

5 -

SUTARMIDJI



LAMPIRAN VII

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMULIR BENTUK PEMANFAATAN
PINJAM PAKAI
KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG ATAU PENGELOLA BARANG .. (1)
SKPD....(2)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT ....(3)

1. Data Pemanfaatan
a. Pemerintahan Pusat/Pmerintahan Daerah

Lainnya B bvwat vigee Tt o it vi Rl e S S (5)
b. Alamat vt it S e e ()
c. Jumlah Barang . T MR R Py e e S (7)
d. Satuan Biu i i Sl e B R e e R (8)
e. Jangka Waktu bitedtitia st v S AN e s e e T S 9)
f. Tanggal, Bulan, Tahun Mulai Perjanjian

Pinjam Pakai Ssas e A R R S e (10)
g. Tanggal, Bulan, Tahun Berakhir

Perjanjian Pinjam Pakai R IS o Sl e e e (11)
h. Peruntukan A R L e b, (12)

2. Dokumen Pemanfaatan Pinjam Pakai

a. Surat Persetujuan Tewss i s LR A I A R o (13)
Nomor Sianveiriea s sy S nana ISR IR (13)
Tanggal, Bulan, Tahun Tasnrennslunsinsaerdivensvabih bt ) (13)

b. Surat Perjanjian Tesuvensalsasve ssbssiir vt s A R (14)
Nomor Sovwuseviiedvoves snehsababha o sar S UL (14)
Tanggal, Bulan, Tahun ersnsicren e T s g et g (14)

3. Dokumen Pendukung Lainnya

a. Nama Dokumen R s (19)
Nomor o T TR e (15)

Tanggal, Bulan, Tahun N = e R S ) s s (15)

o [N dst Teswssevesishestiuikte vt (15)

o Diinput Oleh BT I LRI R (o et e e i (16)
Nama £ RN MR QAP ol 1A et L (17)

NIP Vewensnnanerisbivssihini i s R (o (18)

Tanggal, Bulan, Tahun Transaksi Seveie e st L lbss M Ssl (19)

f#GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI




LAMPIRAN VIII

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Data Barang Pemanfaatan

a. NIBAR

b. Kode Barang

c. Kode Register

d. Nama Barang

e. Spesifikasi Nama Barang

f. Bentuk Pemanfaatan

g. Lokasi
Provinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Kelurahan/Desa
Jalan
RT/RW

2. Data Mitra Pemanfaatan
a. Nama
b. Alamat
c. Jabatan

a. Nomor
b. Tanggal, Bulan, Tahun

4. Dokumen Pendukung Lainnya
a. Nama Dokumen
b. Nomor
c. Tanggal, Bulan, Tahun

5. Penerima Pengembalian
a. Nama
b. Pangkat/Gol
c. Jabatan
d. Pengguna Barang

FORMULIR PENGAKHIRAN
PEMANFAATAN BMD DALAM BENTUK PINJAM PAKAI
KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG ATAU PENGELOLA BARANG (1)

SKPD...(2)

TAHUN ....(4)

PROVINSI KALIMANTAN BARAT ...(3)

3. Dokumen Sumber Pengembalian Berita Acara Serah Terima Pengembalian

EARO
HUKUM

PERANGEKAT DAERAH
PEMRAKARSA

SEKDA




6. Keterangan

...............................................................................................................................

............................................................................................................................. (24)
Diinput Oleh R et DL s (25)
Nama RS NN L SO (T (26)
NIP Tessummerssrendeiy oS s At (27)
Tanggal, Bulan, Tahun Transaksi L T (28)

MGUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

-

UTARMIDJI



LAMPIRAN IX

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR

TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR PEMANFAATAN BMD
INTRAKOMPTABEL/EKSTRAKOMPTABEL ..(1)

BENTUK PEMANFAATAN BMD DALAM PINJAM PAKAI
KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG, ATAU PENGELOLA BARANG ..(2)

TAHUN ....(3)

Broving®i: « “2' e G anane (4)
Kabupaten/Kota i (5)

Penggolongan dan -

Kodefikisasi Barang | : ; T—“E Mitra Jangka Waktu Pemanfaatan Dasar Penggunaan -
No |NIBAR Sl ebmay | Perniteeian| Sy o et |1 Hokeat Peruntuken |  12nah Surat i Lainya Keterangan

Kode Nama |Nama Barang| Barang Pihak Waktu Mulai |Berakhi dan/atau P i Surat Perjanjian
: - (Rp) - Nomor Nomor [Tanggal | Nama | Nomor
6 it 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28

eeerereerieney svemererieseensenns(29)

NIB! (5 i shensiinsiors s irneel (31)

@ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

h SUTARMIDJI

Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang .....(30)




LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR PEMANFAATAN BMD
INTRAKOMPTABEL/EKSTRAKOMPTABEL ..(1)
BENTUK PEMANFAATAN BMD DALAM PINJAM PAKAI
PROVINSI,KABUPATEN/KOTA ..(2)

TAHUN ....(3)

NIP. ovvvrenrisssnrnensirsesesenns(30)

# GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *

E




LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR PEMANFAATAN BMD
INTRAKOMPTABEL/EKSTRAKOMPTABEL ..(1)
BENTUK PEMANFAATAN BMD DALAM PINJAM PAKAI
PROVINSI,KABUPATEN/KOTA ..(2)

TAHUN ....(3)

s (29)

NIP. " (30)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

1 L4
SUTARMIDJI




LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BENTUK PEMANFAATAN BMD DALAM PINJAM PAKAI

DAFTAR PEMANFAATAN BMD
INTRAKOMPTABEL/EKSTRAKOMPTABEL ..(1)

PROVINSI,KABUPATEN/KOTA ..(2)

TAHUN ....(3)
Jangka Waktu
dan Kodefikisasi Dasar Penggunaan
Pengguna Barang Spesifikasi Nilai Mitra P Pemanfaatan Dokumen Pendukung
Barang atau Perolehan |Pemanfaatan/ Tanah Lainya Pelaksana
No e NIBAR Nama ; Pihal Jumlah| Status| Lokasi Peruntukan A : By Keterangan
Barang Kode | Nama (Rp) | Pemanfaatan Waldtu 4 Bangunan an | Surat Perjanjian
Barang | Barang P i Mulai |Berakhir Persetuju
Nomor| Tanggal | Nomor | Tanggal | Nama | Nomor| Tanggal
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

%




LAMPIRAN XI

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMULIR PEMANFAATAN BMD
DALAM BENTUK KERJA SAMA PEMANFAATAN (KSP)
KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG ATAU PENGELOLA BARANG...(1)
SKPD .....(2)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT ... (3)
TAHUN ... (4)

1. Unit Pemakai

Kuasa Pengguna Barang e PR AL e ol NP AR Sl O\ 5 L (5)
Pengguna Barang L ol (6)
Pengelola Barang e R e e Tl ot (7)
Alamat R S = st LSl i (8)

II. Data Barang

Kode Barang Sret ki e bt e S P SOV R 9)
Kode Lokasi s i vacion (10)
Kode Register Barang Tonevnann sidals vui bR LR (11)
NIBAR Tersiovavin o i vob b R S BT RS e (12)
Nama Barang R R Sy C e e (13)
Spesifikasi Nama Barang R B e s (14)
Nilai Perolehan Seeav e v e S T S L (15)
Tanah dan/atau bangunan yang 1. Seluruhan Tanah dan/atau bangunan

digunakan ... (16)
2. SebagaiTanah dan/atau Bangunan.

Lokasi
Provinsi e e L SR BT (17)
Kabupaten/Kota T T e (17)
Kecamatan e Eaco (17)
Kelurahan/Desa Bovernivushigns it e toe b e e IR (17)
Jalan I et e P L e o (17)
RT/RW iy o ot (17)

Spesifikasi Lainya

III. Informasi Pemanfaatan
Bentuk Pemanfaatan KSP

IV. Keterangan Tambahan




V. Foto .... (20)

o Diinput oleh FerssrE s R e s e LB (21)
Nama E s e A R S A A e (22)
NIP Seaveespspdssviiive fidbnapdi s R R (23)

MGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, {y

v —

SUTARMIDJI




LAMPIRAN XII

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMULIR BENTUK PEMANFAATAN
KERJA SAMA PEMANFAATAN(KSP)
KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG, PENGELOLA BARANG .. (1)

SKPD ....: (2)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT ...(3)
TAHUN....(4)
1. Data Pemanfaatan
a. Mitra Pemanfaatan LA TN (X P R e e S0 (5)
b. Alamat Siaws eeninwne s i R D e o R ®)
c. Jumlah Barang e e L s S (7)
d. Satuan Sinnianine it e D R R (8)
e. Jangka Waktu bR e S e A o T e 9)
f. Tanggal, Bulan, Tahun Mulai Perjanjian
KSP o E B W S I S SR (10)
g. Tanggal, Bulan, Tahun Berakhir
Perjanjian KSP S ook S s U L S (11)
h. Peruntukan HUERE S U 08 St = o L (12)
2. Dokumen Pemanfaatan KSP
a. Surat Persetujuan Biwrnasanvan ot sinep st o e B S R (13)
Nomor S e e (13)
Tanggal, Bulan, Tahun T P e s e (13)
b. Surat Perjanjian s i T SRS S R (14)
Nomor Losvncr aionss mesis SR s iy SR S S SR R A (14)
Tanggal, Bulan, Tahun T e A R S SRy S T (14)
3. Dokumen Pendukung Lainnya
a. Nama Dokumen Lansenn e st SR a i d s SRR el (15)
Nomor R e e G (15)
Tanggal, Bulan, Tahun R T T e e e R (15)
B sssesanainl dst R A ARG e ST (15)
o Diinput oleh L (16)
Nama T T 1 ot s B (17)
NIP L SORIREIEMRER e o (18)
Tanggal, Bulan, Tahun Transaksi s e S R e e (19)

AGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ’

(s -

/ SUTARMIDJI




LAMPIRAN XIII

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMULIR PENGAKHIRAN
PEMANFAATAN BMD DALAM BENTUK KERJA SAMA PEMANFAATAN (KSP)
KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG ATAU PENGELOLA BARANG (1)
SKPD...(2)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT ...(3)
TAHUN ....(4)

1. Data Barang Pemanfaatan

a. NIBAR S e il S s S S R T (5)
b. Kode Barang A R R e e M AL i 6)
c. Kode Register U IOV e A 7 IS el B (7)
d. Nama Barang e B e s (8)
e. Spesifikasi Nama Barang el e e e e P S HR e 5 e 9)
f. Bentuk Pemanfaatan Sakieh o meine e i LA Sl 2 L RO T (10)
g. Lokasi
Provinsi e e (11)
Kabupaten/Kota L T rh b o soha i (11)
Kecamatan Loianreniviaisiabesetenit e sno G R e Lol (11)
Kelurahan/Desa ihessenasen se s Sa e R SRS (11)
Jalan R et (11)
RT/RW Lestatun s unbans T e S Pl (11)

2. Data Mitra Pemanfaatan

a. Nama e (12)
b. Alamat T M o PN emerd bt A oo (13)
c. Jabatan I £ Fibe e S L Cn S s (14)

3. Dokumen Sumber Pengembalian Berita Acara Serah Terima Pengembalian
a. Nomor i et e s re S TR B A (15)
b. Tanggal, Bulan, Tahun I e o e (16)

{4. Dokumen Pendukung Lainnya

a. Nama Dokumen e RN P I e (17)
b. Nomor Sesasnnd it seavia shan e sherc oA (18)
c. Tanggal, Bulan, Tahun B T T i e (19)

5. Penerima Pengembalian

a. Nama i bhedane bR St s e (20)

b. Pangkat/Gol T e e (21)

c. Jabatan Feeesiivi B RR A i R (22)

d. Pengguna Barang R B B e s s (23)
KARO PERANGKAT DAERAH

HUKUM PEMRAKARSA ASISTEN I SEKDA

AR




6. Keterangan

...............................................................................................................................

............................................................................................................................. (24)
Diinput Oleh S S Butn e brlnsit il (25)
Nama S a st e e A s AL e e S (26)
NIP Venbon i b Einivanidn bl Y E R PRI (27)
Tanggal, Bulan, Tahun Transaksi Sussdesrana et s SRR SR (28)

LWGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *

vy -

SUTARMIDJI



LAMPIRAN XIV

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR PEMANFAATAN BMD
INTRAKOMPTABEL /EKSTRAKOMPTABEL ..(1)
BENTUK PEMANFAATAN BMD DALAM KERJA SAMA PEMANFAATAN (KSP)
KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG, ATAU PENGELOLA BARANG ..(2)

TAHUN ....(3)
Provinsi I LRANEN K S = L Wyt Ut )|
Kabupaten/Kota S e TR T e S Y (5)
Penggolongan dan Nilai Mi 1 " i P
Kodefikisasi Barang 4 i | Perolet P f / . J W Pemanfaatan Dokumen Pendukung
No | NIBAR Kode Nt zEm:_mm o E Pihak Jumlah| Status | Lokasi W bt Peruntukan |Tanah dan/atau S P e i Perjanjian Lainya Keterangan
S SR (Rp) Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal | Nama | Nomor | Tanggal
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 iy 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

NIB L sssonsivoriiiissossinicsnl B1)

» GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *

7

\ SUTARMIDJI




LAMPIRAN XV

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR PEMANFAATAN BMD
INTRAKOMPTABEL/EKSTRAKOMPTABEL ..(1)
BENTUK PEMANFAATAN BMD DALAM KERJA SAMA PEMANFAATAN (KSP)
PROVINSI,KABUPATEN/KOTA ..(2)

TAHUN ....(3)
Jangka Waktu Penggunaan
dan Kodefiki: Dasar
Pengguna Wmu.nuug Spesifikasi Nilai Mitra Pemanfaatan Dokumen Pendukung
Barang atau Perolehan | Pemanfaatan ' Tanah Lainya Pelaksana
No e NIBAR zB.En B /Pihak Jumlah | Status| Lokasi Peruntukan L T P g Keterangan
Barang Kode | Nama (Rp} Pemanfaatan Waktu i | Berakh Bangunan | Persetujuan ERamgia
Barang | Barang Pemanfaatan Mulst
Nomor| Tanggal | Nomor |Tanggal | Nama| Nomor | Tanggal
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28

............................

(30)

|| O———————— (30)

¢y GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *

b s




LAMPIRAN XVI

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMULIR PEMANFAATAN BMD
DALAM BENTUK BANGUN GUNA SERAH (BGS)/BANGUN SERAH GUNA (BSG)
KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG ATAU PENGELOLA BARANG...(1)
SKPD .....(2)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT .. (3)
TAHUN ... (4)

1. Unit Pemakai

Kuasa Pengguna Barang Simensnvniseaavss ke ThTiin s b v s R (5)
Pengguna Barang L e 6)
Pengelola Barang Sheenerersvissa den e ras sal R s ] (7)
Alamat Lwsivesbensecadih il s e (8)

II. Data Barang

Kode Barang Lo saniton s sbaiinde dn s mnsie s s £ I Q)
Kode Lokasi Vessininennsiein s O T e T e R ) (10)
Kode Register Barang Sessnsvessssigies st se b e S Sl SER T R (11)
NIBAR S e T S B s L (12)
Nama Barang L e (13)
Spesifikasi Nama Barang L s (14)
Nilai Perolehan L BN pns i oL O (15)
Tanah dan/atau bangunan yang 1. Seluruhan Tanah dan/atau bangunan

digunakan ... (16)
2. SebagaiTanah dan/atau Bangunan.

Lokasi
Provinsi Ler et e e s S RS (17)
Kabupaten /Kota Ty R R B s prl i ol (17)
Kecamatan e T R G R s (17)
Kelurahan/Desa T UM GBI T (17)
Jalan oy ngueniing bk s haliann i e s to IR LA (17)
RT/RW T PRI D B el SRR (17)
Spesifikasi Lainya
Li shcosnmsnomssiaisibiosvinnmmmesssonasnnsene: Bussesesosisssaisvibiiis B hin s ie Ve (18)
R < | SRS - o 6 B [Tl (18)

III. Informasi Pemanfaatan
Bentuk Pemanfaatan BGS/BSG

IV. Keterangan Tambahan

.................................................................................................................... (19)
KARO PERANGKAT DAERAH
HUKUM PEMRAKARSA ASISTEN I SEKDA
? / L ]




V. Foto .... (20)

o Diinput oleh
Nama
NIP

f GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,t

- rs

UTARMIDJI



LAMPIRAN XVII

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMULIR BENTUK PEMANFAATAN
BANGUN GUNA SERAH (BGS)/BANGUN SERAH GUNA (BSG)
KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG ATAU PENGELOLA BARANG .. (1)
SKPD....(2)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT ...(3)
TAHUN...(4)

1. Data Pemanfaatan

a. MittaPemanfagtar:. = =0z 20 luccasassievesieanduninil SHbeels (5)
beAlamat 00000 UEladeariod ek St s T e e (6)
c.Jumlah Barang =000 iisssinasivesiieasvoissiia sttt (7)
diSatgan @000 i i e RS e (8)
€. Jangka Waktn =~ 00000 feeieesete et ae e e R 9)
f. Tanggal, Bulan, Tahun Mulai Perjanjian
BGS/BSG 0 Bt b A e (10)
g. Tanggal, Bulan, Tahun Berakhir
Perjanjian BGS/BSG' = LiadeecsachndRbii i SNCHai el (11)
h.Peruntultan =0 000 et iRt (12)
i. Bentuk Pemanfaatan BGS/BSG o 1. Bangun Guna Serah (BGS)
.............. (13)
o 2. Bangun Serah Guna (BSG)
2. Dokumen Pemanfaatan BGS/BSG
a. Surat Pesettjuain. © =000 Gt e ioaia e (14)
Nomor sttt s iea tea et (14)
Tanggal,'Bulan, Tahun, ™ =~ = = iliicccelicciisan.bhiiandgams (14)
b.SuratPerjanjian:. = =000 e b N o (15)
Nomer = iaiisseecesimabnbe s a e (15)
Tanggal, Bulan, Tahun, = == @ - Suleaiibseeadi®ibess st s il e (15)
3. Dokumen Pendukung Lainnya
a. Nama Dokumeti 0000 G el e e R (16)
Nomotr: === et S S S (16)
Tanggal, Bulan, Tahtun. = ===000 @ ‘Slcciicsseediiiii b aratbe Lo (16)
b dst 000 kel i re A (16)
obinputoleh 000 e o e s o (17)
Nama 0000 B e i R (18)
3 1 3 O e e (19)
Tanggal, Bulan, Tehun-Transaltel: = | i S i i i (20)

- GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, i‘

- &5

4 SUTARMIDJI




LAMPIRAN XVIII
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMULIR PENGAKHIRAN

SKPD...(2)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT ...(3)
TAHUN ....(4)

1. Data Barang Pemanfaatan

a. NIBAR e e e (5)
b. Kode Barang RS s e siam e a Do e AL Y I (6)
c. Kode Register NS - - T e Ve L.l Sl (7)
d. Nama Barang Fanensavnesinns s ST L ST ey S (8)
e. Spesifikasi Nama Barang T T T A s TR Al 9)
f. Bentuk Pemanfaatan Ot L R a5 (10)
g. Lokasi
Provinsi T Tt (11)
Kabupaten/Kota A e e e s T e U (11)
Kecamatan fimnnnasemnsens snamestniine b e T S A (11)
Kelurahan/Desa O N e OO Dl il (11)
Jalan N T i (11)
RT/RW SRR R R et e i e S A S (11)

2. Data Mitra Pemanfaatan

a. Nama e R e T e v P e (12)
b. Alamat e T L TR, e (13)
¢. Jabatan Liumesanmerassssasisia i yts S ab T e S T A (14)

3. Dokumen Sumber Pengembalian Berita Acara Serah Terima Pengembalian
a. Nomor et n L AL LB P R R (15)
b. Tanggal, Bulan, Tahun LR shas i n v il LN T e (16)

4. Dokumen Pendukung Lainnya

a. Nama Dokumen SiH i vl W et Rk e A S A (17)
b. Nomor R A B s o (18)
c. Tanggal, Bulan, Tahun Sisvnunvanads e S e P R (19)

S. Penerima Pengembalian

PEMANFAATAN BMD DALAM BENTUK BANGUN GUNA SERAH (BGS)/BANGUN SERAH GUNA (BSG)
KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG ATAU PENGELOLA BARANG (1)

a. Nama T e o (20)

b. Pangkat/Gol e (21)

c. Jabatan S s sar enrs e e R S A, (22)

d. Pengguna Barang AP AN A Vel LA e o (23)
KARO PERANGKAT DAERAH

HUKUM PEMRAKARSA




6. Keterangan

......................................................................................................................

.................................................................................................................... (24)
Diinput Oleh Tk s S TR A R L T e S (25)
Nama LRt et S i T L e D e S e (26)
NIP S itk s S e T (27)
Tanggal, Bulan, Tahun Transaksi s T L (28)

VGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, t

UTARMIDJI



LAMPIRAN XIX

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR PEMANFAATAN BMD
INTRAKOMPTABEL/EKSTRAKOMPTABEL ..(1)
BENTUK PEMANFAATAN BMD DALAM BANGUN GUNA SERAH (BGS)/BANGUN SERAH GUNA (BSG)

KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG, ATAU PENGELOLA BARANG ..(2)

TAHUN ....(3)
Broviogl: ' . losaeseoccssnnanisseaniannd (4)
Kabupaten/Kota ..(5)
Penggolongan dan . + Ji Wi um ukung
Kodefikisasi Barang | Nilai Mitra angka Waktu Pemanfaatan Dasar Penggunaan e T
No | niBAR Spesifikasi | Perolehan | Pemanfaatan/ Tiatlah| Statia| Todeat P 1 Tanah S Lai Ke
Kode Nama |Nama Barang| Barang Pihak Waktu Mulai |Berakhi dan /atau P _ Surat Perjanjian o
tan tan
Barang Barang (Rp) Pemanfaa Pemanfaa Bangunan 5 Nomor N [ NG
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang

#wGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, \
)y -

1311 (31)

X SUTARMIDJI




LAMPIRAN XX
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR PEMANFAATAN BMD
INTRAKOMPTABEL/ EKSTRAKOMPTABEL ..(1)
BENTUK PEMANFAATANBMD DALAM BANGUN GUNA SERAH (BGS)/BANGUN SERAH GUNA (BSG)
PROVINSI,KABUPATEN/KOTA ..(2)

TAHUN ....(3)
Penggolongan J D
dan Kodefikisasi angka Waktu asar Penggunaan
Pengguna Barang Nilai Mitra Pemanfaatan Dokumen
Barang atau ¥ Perolehan | Pemanfaatan % Tanah Pendukung Lainya Pelaksana
No ot Nama B /Pihak Jumiah| Status | Lokasi Peruntukan den/ s Keterangan
Barang Kode | Nama ¥ (Rp) | Pemanfaatan Wi 81l e Bangunan | Ppersetujuan | S\rat Pemjanjian
Barang | Barang Pemanfaatan
Nomor| Tanggal | Nomor | Tanggal | Nama | Nomor
4 S i7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

¢, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, \

g

x SUTARMIDJI




LAMPIRAN XXI

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMULIR PEMANFAATAN BMD
DALAM BENTUK KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (KSPI)
KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG ATAU PENGELOLA BARANG...(1)
SKPD .....(2)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT ... (3)
TAHUN ... (4)

1. Unit Pemakai

Kuasa Pengguna Barang Ssrnebesurrsie ik s s e pede T Ve (5)
Pengguna Barang Nierverisaiissrtoiae seish i e e S (6)
Pengelola Barang R R e e e (7)
Alamat L e T (8)

II. Data Barang

Kode Barang LusvssseniReiatisives iz etits st ia LR GRS 9)
Kode Lokasi SomvssesaR R b s A T e (10)
Kode Register Barang e B R s A e R L (11)
NIBAR T g (12)
Nama Barang bisviis sasmnsas S i e L AR (13)
Spesifikasi Nama Barang L P T el (14)
Nilai Perolehan S T e S s G L (15)
Tanah dan/atau bangunan yang 1. Seluruhan Tanah dan/atau bangunan

digunakan ... (16)
2. SebagaiTanah dan/atau Bangunan.

Lokasi
Provinsi R e T A S (17)
Kabupaten/Kota T o e L P (17)
Kecamatan T i e S L (17)
Kelurahan/Desa TP AR e (17)
Jalan s e e R e e MU DB AR (17)
RT/RW T P e (17)

Spesifikasi Lainya

II1. Informasi Pemanfaatan
Bentuk Pemanfaatan KSPI

IV. Keterangan Tambahan

.....................................................................................................................

KARO PERANGKAT DAERAH
o s ASISTEN I SEEKDA




V. Foto .... (20)

o Diinput oleh T e R A D 1 (21)
Nama = meiiasmsiniisein e e ey (22)
NIP°  amssaimnvientan e G (23)

MGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, }

SUTARMIDJI



LAMPIRAN XXII

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMULIR BENTUK PEMANFAATAN
KERJA SAMA PENYEDIAAN INSFRASTRUKTUR (KSPI)
KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG ATAU PENGELOLA BARANG.. (1)
SKPD....(2)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT ...(3)
TAHUN...(4)

1. Data Pemanfaatan

a. Mites Permanfgatar = ===0 0000 Gisssssnmainennubis s (5)
BAlEIEE =000 e e b e S iGN 6)
Gdumlah Barang == === 0000000 fenssssesessiteieriaail s (7)
d.Satuan =000 skt daan e na et (8)
e.dangka Walktts @ ===0000000 et e 9)
f. Tanggal, Bulan, Tahun Mulai Perjanjian
ESPL = fddveesvsediaibpe it e E s (10)
g. Tanggal, Bulan, Tahun Mulai Pejanjian
KSPIL L Sieanaiieie e i e IR (11)
H.Peruntulffii. @ @ ==z e e A (12)
2. Dokumen Pemanfaatan KSPI
g.oBuratPergettliuall @@=l feceessreesaeitaesi e s RO (13)
NOMOE = st ial b i e A RN SUE NI (13)
Tanggal, Bulan, Tahiun =00 lucsssssessissiseiiansitnimnii mirn (13)
b.BuratPeganjian @ =00 st aits SIS etk (14)
NamMoOr R e e s R O O (14)
Tanggal, Bulan, TahUn., === (ficcesssiioasissisesion i tos i (14)
3. Dokumen Pendukung Lainnya
g Namg DoRUISIT =~ === L eeeesesseesssriirsiie e il ol SO O (15)
Nomor 0 et e AR IR B R R (15)
Tanggal, Bulan, Tahunm === ficcessisssassssbiihsinisiodtiel (15)
Bovosanes Bt e KRR (15)
pDiniputoleh @000 s iinl o Gt (16)
Nama = =00 B S ratit A IRE A (17)
NIP b e s B s Sl e (18)
Tanggal, Bulan, Tahun TrangalfSl = e iiinimi it ootk (19)

~#GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

A SUTARMIDJI




LAMPIRAN XXIII

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMULIR PENGAKHIRAN
PEMANFAATAN BMD DALAM BENTUK KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (KSPI)
KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG ATAU PENGELOLA BARANG (1)
SKPD...(2)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT ...(3)
TAHUN ....(4)

1. Data Barang Pemanfaatan

a. NIBAR i 1o i bosartnp i (5)
b. Kode Barang Tensinsnan ons anbbin A SO SRR ©)
c. Kode Register Sertvas e e s b Ve e (7)
d. Nama Barang e S L il ot (8)
e. Spesifikasi Nama Barang Ciesisiniii it S SRR ©9)
f. Bentuk Pemanfaatan Yeninnmns s e e e TR A P (10)
g. Lokasi
Provinsi R i b oot (11)
Kabupaten/Kota R TP S M L s e S A T e (11)
Kecamatan tenerusnressnassih e ia s Taa e e S LR (11)
Kelurahan/Desa AL (11)
Jalan e (11)
RT/RW R e oo (11)

2. Data Mitra Pemanfaatan

a. Nama B i Ly (12)
b. Alamat e rh s e e e T T M (13)
c. Jabatan o o et b (14)

3. Dokumen Sumber Pengembalian Berita Acara Serah Terima Pengembalian
a. Nomor Siuiieidnhens e nehh s T s SR s (15)
b. Tanggal, Bulan, Tahun S bt (16)

4. Dokumen Pendukung Lainnya

a. Nama Dokumen S e o e L ST e R (17)
b. Nomor e L (18)
c. Tanggal, Bulan, Tahun Lkt st ssnat mne S P (19)

5. Penerima Pengembalian

a. Nama Deewiabudve in elivaidines i nenoan LTI UL (20)
b. Pangkat/Gol o bty (21)
c. Jabatan b P AR A e e o S (22)
d. Pengguna Barang eedeivhnn vees s she TR e s R R DA (23)
KARO PERANGKAT DAERAH ASISTEN I SEEDA
HUKUM PEMRAKARSA
¥ A s




6. Keterangan

...............................................................................................................................

............................................................................................................................. (24)
Diinput Oleh v e Tes S s S DL PR A (25)
Nama Beskbsnanadinies saninR bbby DR (26)
NIP $ enons et s e e o e R S L) (27)
Tanggal, Bulan, Tahun Transaksi o T (28)

#GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

UTARMIDJI



LAMPIRAN XXIV
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR

DAFTAR PEMANFAATAN BMD
INTRAKOMPTABEL/EKSTRAKOMPTABEL ..(1)
BENTUK PEMANFAATAN BMD KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (KSPI)
KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG, ATAU PENGELOLA BARANG ..(2)

TAHUN ....(3)

PrOvINgis: -~ i@ L A R (4)
KO DU Daten/ KOta) 7, T & ket crest shnssnnnaiions s s ot rtsbas fa st (5)

Penggolongan dan J Waktu D

Kodefikisasi Barang | spesifikasi | , M2 | Mitra ) e P! R A Dokumen Pendukung
No Nama . Jumlah | Status | Lokasi Wal Peruntukan et fatan Surat Surat Lainya Keterangan

Kode Barang | Nama Barang Barang & Mulai | Berakhir Persetujuan Perjanjian
(Rp) Pemanfaatan Pemanfaatan Bangunan
Nomor | Tanggal| Nomor anggal] Nama | Nomor
6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
R R e (20)

Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang .....(30)

1) AU, . |

&) GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, \

%




LAMPIRAN XXV

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR PEMANFAATAN BMD
INTRAKOMPTABEL/EKSTRAKOMPTABEL ..(1)
BENTUK PEMANFAATAN BMD KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (KSP])
PROVINSI,KABUPATEN/KOTA ..(2)

TAHUN ....(3)
Penggolongan
dan 1 Kt
Barang atau o ety wﬁﬂﬂﬂwﬁ mn.uﬁ_ﬂwﬁ e vnagg i e DR 4
No o |NIBAR|  Barang Nama ; Jumlah|Status| Lokasi Peruntukan| . Y80 — — Lainya Pemaniaatan | KRR
Barang Kode | Nama (Rp) | Pemanfaatan Waldl, b lai [Berakhic e Persetujuan | Perjanjian
Barang | Barang Pemanfaatan
Nomorj Tanggal | Nomor | Tanggal | Nama| Nomor Tanggal
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 25 26 27 28
....................................... (29)
Pengelola Barang
e (30)
NI ssuimsssismaiisiisiinsinin 30

fﬂcmmmzcw KALIMANTAN BARAT, \

;A SUTARMIDJI



